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BAB II 

SISTEM BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO 

PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS 

BERKAH BERSAMA 

 

A. Sistem Bagi Hasil  

1. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi 

artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.
1
 Sedangkan hasil 

adalah akibat tindakan baik yang disengaja maupun tidak, 

baik yang meguntungkan maupun yang merugikan.
2
 

Bagi hasil menurut istilah merupakan suatu sistem yang 

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana 

dan pengelola dana.
3
 Sedangkan menurut terminologi asing 

(Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam 

kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. 

Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu 

bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang 

                                                             
1
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 Marbun B.N., Kamus Manajemen,( Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 
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diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk 

pembayaran mingguan atau bulanan.
4
 

Jadi, bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan 

lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan 

kepada shahibul maal (koperasi sebagai pemilik modal) dan 

mudharib (anggota/nasabah sebagai pengelola) sesuai porsi 

yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad.  

Prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip 

muamalat berdasarkan syari’ah dalam melakukan usaha bank 

seperti dalam hal sebagai berikut: 

a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan msyarakat 

sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana 

masyarakat yang dipercayakan. 

b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan 

dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal 

kerja. 

                                                             
 

4
 Cristopher  Pass,  et  al,  Kamus  Lengkap  Ekonomi  cet  ke-2,  

(Jakarta:  Erlangga,2009),     p. 537.
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c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain 

yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. 

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara 

keseluruhan, dimana Bank Islam berdasarkan kaidah 

mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi 

nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.
5
 

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga 

keuangan sebagai perhitungan pembagian pendapatan yang di 

peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. 

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri 

khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam 

aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha 

harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak 

(akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua 

belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus 

terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa 

                                                             
 

5
 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Gema Insani, 2009),  p. 97.
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adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya 

keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi.
6
 

Mekanisme lembaga keuangan syariah model bagi hasil 

ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (Funding) 

maupun pelemparan dana (landing). Terutama yang berkaitan 

dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam 

pengembangan produknya di kenal dengan istilah shahibul 

maal (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada 

lembaga keuangan syari’ah (bank dan KSPPS) dan mudharib 

(orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan 

modal usaha atau investasi). Lembaga keuangan syariah tidak 

hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah 

KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga 

keuangan syariah bank yang juga menggunakan sistem bagi 

hasil. 
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Grafindo, 2009), p. 26.
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2. Landasan Syariah Bagi Hasil 

Adapun landasan syariah mengenai bagi hasil di antarnya: 

a. Ayat Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275, 

sebagai berikut: 

                          

                           

                         

                         

    

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) 

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal 

di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).
7
 

 

                                                             
7
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b. Hadist 

عَنْ جَابِرٍ قاَلَ لَعَنَ رَسُولُ اللِو صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اكَِلَ الرَّباَ 
 وَمُؤكِْلَوُ وكََاتبَِوُ وَشَاىِدَيْوِ وَقاَلَ ىُمْ سَوْاء  

Artinya: “Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah 

melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, 

wakilnya, penulisnya dan dua saksinya.“ mereka itu 

semua sama.” ( HR. Muslim)
8
 

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadist diatas jelas 

dikatakan bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga 

bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan 

konvensional yang juga dianggap dengan riba adalah haram. 

Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum 

tentang bunga bank. 

Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa: 

a. Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan 

dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-

hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan 

pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo 

waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada 

umumnya berdasarkan persentase. 

                                                             
8
 Dede Rodin, Tafsir Ayat Ekonomi, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 

2015), Cet. ke-1, p.108. 
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b. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang 

terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di 

perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba 

Nasi’ah.
9
 

3. Metode bagi hasil 

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem: 

a. Bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang 

dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. 

b. Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang 

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya 

pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan 

syariah istilah yang sering dipakai  adalah  profit  and  

loss  sharing,  dimana  hal  ini  dapat diartikan sebagai 

pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima 

atas hasil usaha yang telah dilakukan. 

Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaanya 

merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal 

(investor) dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan 

                                                             
 

9
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usaha, di mana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam 

usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara 

kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan 

begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung 

bersama sesuai porsi masing-masing.
10

 

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi bagi hasil, yaitu: 

a. Faktor Langsung 

Faktor-faktor langsung (direct factors) yang 

mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah invesment 

rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio). 

 

b. Invesment rate 

Merupakan presentase aktual dana yang di investasikan 

dari total dana. Jika bank menentukan invesmentrate 
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 Muhammad, Manajemen Bank Syariah,(Yogyakarta: Trust Media, 

2010), h. 105. 
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sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana 

dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
11

 

c. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan 

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang 

tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat 

dihitung dengan menggunakan salah satu metode yang 

terdiri dari rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata 

total saldo harian. 

d. Nisbah (profit sharing ratio) 

Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian. 

1) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat 

berbeda. 

2) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam 

satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 

dan 12 bulan. 

3) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan 

account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 

temponya.
12

 

                                                             
11
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e. Faktor tidak langsung 

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil 

adalah: 

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya 

mudharabah. 

a) Bank dan nasabah melakukan share dalam 

pendapatan dan biaya. Pendapatan dibagi hasilkan 

merupakan pendapatan yang diterima dikurangi 

biaya-biaya. 

b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini 

disebut revenue sharing. 

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama 

sehubungan dengan pengakuan dan biaya.
13

 

4. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

                                                                                                                                      
12 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Trust Media, 

2010), h. 107. 
13

 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP, 2010), 

h. 107. 
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Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan 

jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering 

dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional. Sebagai 

bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam 

menawarkan sistem bagi hasil sebagi penerapan prinsip 

keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. 

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan 

keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun 

perbedaannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
14

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil 

Perbedaan Bunga Bagi Hasil 

Penentuan 

Keuntungan 

Pada waktu 

perjanjian dengan 

asumsi harus 

selalu untung 

Pada waktu akad 

dengan pedoman 

kemungkinan 

untung-rugi 

Besarnya 

Prosentase 

Berdasarkan 

jumlah uang 

(modal) yang 

dipinjamkan 

Berdasarkan 

jumlah 

keuntungan yang 

diperoleh 

Acuan Pembagian Berdasarkan 

seberapa besar 

pokok kredit yang 

dikeluarkan 

Berdasarkan 

rasio seberapa 

besar keuntungan 

yang dibiayai 
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 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h. 82. 
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oleh kredit. 

Jumlah 

Pembayaran 

Bersifat statis, 

seperti yang 

dijanjikan pada 

awal kontrak 

tanpa 

pertimbangan 

untung rugi 

Bergantung pada 

keuntungan, bila 

rugi ditanggung 

bersama 

berdasarkan akad 

Eksistensi Sistem 

menggunakan 

bunga sangat 

diragukan, bahkan 

dikecam beberapa 

kalangan karena 

dirasa 

mengaplikasikan 

sistem riba. 

Tidak ada yang 

meragukan 

keabsahannya. 

 

Kedua sistem bagi keuntungan ini memiliki dampak 

positif dan negatifnya masing-masing. Namun sistem bagi 

hasil lebih banyak memiliki dampak positifnya, karena tidak 

hanya menguntungkan pihak bank/koperasi saja tetapi juga 

banyak memberikan keuntungan bagi nasabah/anggota. 

 

5. Nisbah Bagi Hasil 
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Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini 

akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad 

ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai 

pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan 

sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan 

dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi 

kewenangan pihak bank. Disisi lain nisbah bagi hasil 

merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil Bank 

Syari’ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang 

disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi.
15

 

Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang 

terbagi dalam bentuk prosentase antara pemilik modal dan 

pengelola modal. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya 

tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari  nasabah  atau  

anggota,  manajemen  KSPPS  akan membuat perhitungan 

bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut. 
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 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), p. 104. 
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Karakteristik nisbah bagi hasil terdiri dari: 

a. Presentase 

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), 

bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). 

b. Bagi untung dan bagi rugi 

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan 

porsi modal masing-masing pihak. 

Nisbah bagi hasil inilah yang akan mencegah terjadinya 

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara 

pembagian keuntungan. Salah satu segi penting dalam 

mudharabah adalah pembagian keuntungan di antara dua 

pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan 

keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal 

(shahibul maal).
16

 

Dengan demikian, secara teknisnya skema penerapan 

akad mudharabah pada produk pembiayaan pihak KSPPS 
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 Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, Perbankan Syariah, 

diterjemahkan oleh
 
Burhan Wirasubrata dari “Islamic Banking”, (Jakarta: PT 

Serambi Ilmu Semesta, 2011), p. 66.
 

 



62 
 

adalah yang berperan sebagai pemilik modal, sedangkan yang 

berperan sebagai pengelola usaha yaitu nasabah/anggota. 

Keuntungan usaha harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 

bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Namun, jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh 

pemilik modal sepenuhnya selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian pengelola usaha. Apabila kerugian itu diakibatkan 

karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

c. Jaminan 

Jaminan yang akan diminta terkait dengan 

charachter risk yang dimiliki oleh Mudharib karena jika 

kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter Mudharib, 

maka yang menanggungnya adalah Mudharib. Akan 

tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh bussines risk, maka 

Shahibul Maal tidak diperbolehkan untuk meminta 

jaminan pada Mudharib.  

d. Besaran nisbah 
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Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai 

hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari 

pihak Shahibul Maal dan mudharib. 

e. Cara menyelesaikan kerugian 

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan 

terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung 

modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan 

diambil dari pokok modal.
17

  

 

B. Manajemen Risiko Pembiayaan 

1. Pengertian Manajemen Risiko 

Risiko dapat didefinisikan sebagai kejadian yang 

merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis 

investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh 

menyimpang dari yang diharapkan.
18

 Risiko adalah ancaman 

terhadap kehidupan, properti atau keuntungan finansial akibat 

bahay yang terjadi.
19

 Jadi, risiko adalah variasi dalam hal-hal 

                                                             
17

 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil... p. 102. 
18

 M. Hanafi, Manajemen Risiko, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2012), p. 1. 
19

 Trigunarsyah, Management Conception to Completion Engineering 

Education, (Australia: EEA, 1999). 



64 
 

yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan 

terjadinya peristiwa di luar yang diharapkan yang merupakan 

ancaman terhadap properti dan keuntungan finansial akibat 

bahaya yang terjadi. 

Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang 

membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan 

ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada 

dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara 

komprehensif dan sistematis.
20

 

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank 

dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan 

berkesinambungan.
21

  

Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko 

yang ada dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Risiko 

pembiayaan atau sering disebut default risk merupakan suatu 

risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah 

                                                             
20

 Irham Fahmi, Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi, 

(Bandung:Alfabeta, 2013), p. 2. 
21

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), 

ed. 4, cet. 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), p. 255. 
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(pengusaha) mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang 

diterima sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau 

dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian 

yang telah disepakati kedua belah pihak, secara teknis 

keadaan tersebut merupakan default.
22

 Apabila pinjaman yang 

tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, hal ini 

dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja, maupun 

tingkat kesehatan bank. Risiko pembiayaaan adalah risiko 

akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi 

kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah 

disepakati.
23

 

Dari berbagai uraian pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian manajemen risiko pembiayaan 

adalah proses pengelolaan kemungkinan negatif yang dapat 

terjadi dalam praktik pembiayaan, kaitannya dengan 

pemenuhan kewajiban pembayaran dana pinjaman. 

2. Risiko-risiko Lembaga Keuangan Syariah 

                                                             
22

 Veithsal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management for 

Islamic Bank, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), p. 239. 
23

 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko: Perbankan Syariah 

di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), p. 55. 
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a. Macam-Macam Risiko Secara Umum 

Secara umum risiko dapat diklasifikasikan menurut 

berbagai sudut pandang yang tergantung dari dari 

kebutuhan dalam penanganannya, di  antaranya: 

1) Risiko murni dan risiko spekulatif (Pure risk and 

speculative risk), di mana risiko murni dianggap 

sebagai suatu ketidakpastian yang dikaitkan dengan 

adanya suatu luaran (outcome) yaitu kerugian. Contoh 

risiko murni kecelakaan kerja di proyek. Karena itu 

risiko murni dikenal dengan nama risiko statis. Risiko 

spekulatif mengandung dua keluaran yaitu kerugian 

(loss) dan keuntungan (gain). Risiko spekulatif 

dikenal sebagai risiko dinamis. Contoh risiko 

spekulatif pada perusahaan asuransi jika risiko yang 

dijamin terjadi maka pihak asuransi akan mengalami 

kerugian karena harus menanggung uang 

pertanggungan sebesar nilai kerugian yang terjadi 
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tetapi bila risiko yang dijamin tidak terjadi maka 

perusahaan akan meperoleh keuntungan.
24

  

2) Risiko terhadap benda dan manusia, di mana risiko 

terhadap benda adalah risiko yang menimpa benda 

seperti rumah terbakar sedangkan risiko terhadap 

manusia adalah risiko yang menimpa manusia seperti 

risiko hari tua dan kematian. 

3) Risiko fundamental dan risiko khusus (fundamental 

risk and particular risk) Risiko fundamental adalah 

risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada 

hampir sebagian besar anggota masyarakat dan tidak 

dapat disalahkan pada seseorang atau beberapa orang 

sebagai penyebabnya, contoh risiko fundamental: 

bencana alam, peperangan. Risiko khusus adalah 

risiko yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang 

                                                             
24

 Rahayu, Asuransi Contractor‟s All Risk sebagai Alternatif 

Pengalihan Risiko Proyek dalam Industri Konstruksi Indonesia, Seminar 

Nasional Manajemen Konstruksi, (Fakultas Teknik Universitas Katolik 
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mandiri di mana sifat dari risiko ini adalah tidak selalu 

bersifat bencana dan bisa dikendalikan. 

Risiko-risiko yang dapat terjadi di Lembaga Keuangan 

Syariah di antaranya: 

a. Risiko kredit 

Risiko kredit merupakan bentuk risiko 

pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat 

untuk membayar sejumlah uang (misalnya dalam akad 

Salam dan Istishna‟) atau mengirimkan barang (misalnya 

dalam akad Murabahah) sebe;um menerima aset atau 

uang cash-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya 

kerugian. Dalam kasus pembiayaan berbasis bagi hasil 

(Mudharabah idan Musyarakah), risiko kredit adalah 

tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak 

pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul 

bagi pihak bank akibat adanya kesenjangan informasi 

(asymmetric information), di mana mereka tidak 

mendapatkan informasi yang memadai tentang profil 

perusahaan yang sesungguhnya. 



69 

 

b. Risiko Benchmark 

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku 

bunga, hal ini ditunjukkan bahwa ia tidak menghadapi 

risiko pasar yang muncul perubahan suku bunga . namun 

demikian, perubahan suku bunga di pasar memunculkan 

beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan 

syariah. Lembaga keuangan syariah memakai benchmark 

rate. Khususnya, dalam akad Murabahah, di mana mark-

up ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada 

benchmark rate. Karakteristik dari aset-aset 

berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan mark-up 

yang bernilai tetap selama jangka waktu akad.
25

 

c. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya 

mendapatkan dana cash dengan biaya yang wajar, baik 

melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Risiko 

likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis 

bagi bank syariah. Karena bunga atas pinjaman dilarang 
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dalam syariah, maka bank syariah tidak dapat meminjam 

dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar 

konvensional. Terlebih lagi bank syariah tidak 

diperbolehkan menjual hutang, selain pada nilai awal 

(face value). Dengan demikian, meningkatnya dana 

dengan menjual aset berbasis hutang tidak dapat dijadikan 

opsi bagi lembaga keuangan syariah. 

d. Risiko Operasional 

Usia lembaga keuangan syariah yang relatif muda, 

risiko operasional terutama yang terkait dengan faktor 

manusiawi menjadi suatu yang akut bagi lembaga ini. 

Risiko operasional bisa muncul, terutama akibat bank 

tidak memiliki personil (dengan kapasitas dan kapabilitas) 

yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan 

syaraiah. Karena adanya perbedaan karakteristik bisnis, 

software komputer yang tersedia di pasar konvensional 

bisa jadi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan bank 

syariah. Hal ini melahirkan risiko sistem yang menuntut 
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bank syariah untuk mengembangkan dan memakai 

teknologi internasional.
26

 

e. Risiko Hukum 

Risiko hukum terjadi karena adanya perbedaan 

karakteristik akad atau kontrak keuangan, bank syariah 

mengahadapi risiko yang berhubungan dengan proses 

dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat tidak 

adanya standar kontrak bagi instrumen-instrumen 

keuangan yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal 

ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-

undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan mereka sendiri. Langkah standarisasi kontrak 

disertai dengan adanya kenyataan akan tidak adanya 

sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah 

meningkatkan risiko hukum bagi bank syariah.
27
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f. Risiko Penarikan Dana 

Perbedaan tingkat return pada tabungan atau 

investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai 

sebenarnya dari jenis-jenis simpana tersebut. 

Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian 

akibat rendahnya tingkat rreturn, mungkin menjadi faktor 

penting dalam keputusan penarikan dana para deposan. 

Dalam perspektif bank, hal ini melahirkan risiko 

penarikan dana (withdrawal risk), yaitu risiko yang 

berhubungan dengan rendahnya tingkat return bank 

dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. 

g. Risiko Fudisia 

Rendahnya tingkat return bank dibandingkan 

dengan tingkat return yang berlaku di pasar juga berakibat 

pada munculnya risiko fudisia (fiduciary risk), yaitu 

ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya 

tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak 

investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak 

bank. Risiko fudisia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak 
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oleh pihak bank. Misalnya, bank tidak menjalankan 

kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. 

h. Displace Commercial Risk 

Displace commercial risk adalah transfer risiko 

yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang 

ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di 

bawah tekana untuk mendapatkan profit, ia justru harus 

memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk 

menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya 

tingkat return. Displace commercial risk 

mengimplikasikan bahwa meskipun bank mungkin 

beroperassi dengan penuh kepatuhan pada ketentuan 

syariah, namun ia tidak memiliki tingkat return yang 

kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain dan 

kompetitor lainnya.
28

 

3. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan 

Proses manajemen risiko pembiayaan harus meliputi 

seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga 
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terciptanya budaya manajemen risiko. Untuk 

mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif 

ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu 

perusahaan, yaitu: 

a. Identifikasi Risiko
29

 

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan 

melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap 

bentuk risiko yang dialami perusahaan. Identifikasi ini 

dilakukan dengan cara melihat potensi- potensi risiko 

yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. 

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi: 

1) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko 

secara berkala. 

2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk 

melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk 

dan aktivitas bisnis bank. 
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3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan 

menganalisis seluruh sumber risiko yang paling 

tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan 

aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari 

produk dan aktivitas baru telah melalui proses 

manajemen risiko yang layak sebelum 

diperkenalkan atau dijalankan. 

 Selain proses pemetaan risiko pembiayaan, 

dalam identifikasi risiko pembiayaan juga terdapat 

proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan 

oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang 

nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan 

pembiayaan. Salah satu prinsip penilaian pembiayaan 

yang sering digunakan oleh pihak bank untuk 

menganalisis nasabahnya adalah penilaian dengan 

prinsip 5C. Menurut Kasmir prinsip penilaian 5C 

antara lain sebagai berikut:
30
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 Kasmir, Manajemen Perbankan (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Raja 
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1) Character 

Character (karakter) meliputi sifat atau 

watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat 

dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat 

latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Karakter 

merupakan ukuran untuk menilai kemauan 

nasabah membayar kreditnya. Orang yang 

memiliki karakter baik akan berusaha untuk 

membayar kreditnya dengan berbagai cara. 

2) Capacity 

Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk 

mengetahui kemampuan calon debitur membayar 

kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya 

mengelola bisnis serta kemampuannya mencari 

laba. 
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3) Capital 

Capital (modal) adalah melihat sumber 

modal yang digunakan termasuk prosentase modal 

yang digunakan untuk membiayai proyek yang 

akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa 

modal pinjaman. 

4) Collateral 

Collateral (jaminan) merupakan jaminan 

yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik 

maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus 

diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi 

masalah jaminan dapat dipergunakan secepat 

mungkin. 

5) Condition of economy 

Condition of economy merupakan analisis 

terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu 

mempertimbangkan sektor usaha calon debitur 

dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah 
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kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha 

calon debitur di masa yang akan datang.
31

 

b. Pengukuran Risiko
32

 

Pengukuran risiko pembiayaan di antaranya: 

1) Sistem pengukuran risiko digunakan 

untuk mengukur eksposur risiko bank 

sebagai acuan untuk melakukan 

pengendalian. Pengukuran risiko wajib 

dilakukan secara berkala, baik untuk 

produk dan portofolio maupun seluruh 

aktivitas bisnis bank. 

2) Sistem tersebut minimal harus dapat 

mengukur sensitivitas produk atau aktivitas 

terhadap perubahan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik dalam kondisi 

normal maupun tidak 

normal.Kecenderungan perubahan faktor-
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 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, 
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faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi 

yang terjadi pada masa lalu dan 

korelasinya. 

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi 

dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan untuk memastikan 

kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan 

integritas data, serta prosedur yang digunakan 

untuk mengukur risiko. 

c. Pemantauan Risiko 

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara 

mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat 

pada keinginan usaha bank serta pada kondisi 

efektifitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam pemantauan ini adalah 

melihat kemampuan bank untuk menyerap risiko 

atau kerugian yang timbul, serta melihat 

kemampuan kinerja sumber daya manusia yang 

terdapat di dalam bank untuk mengantisipasai 
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risiko yang terjadi.
33

 

Bank harus memiliki sistem dan prosedur 

pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap 

besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, 

kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing 

atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan 

dan prosedur yang ditetapkan. 

Pemantauan dilakukan, oleh unit pelaksana 

dan semua pihak yang terlibat dalam manajemen 

lembaga. Hasil pemantauan disajikan dalam 

laporan berkala yang disampaikan kepada 

manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan 

tindakan yang diperlukan.
34

 

d. Pengendalian Risiko 

Sesudah proses identifikasi, pengukuran, 

dan pemantauan risiko, proses selanjutnya adalah 

pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko 

bank harus bisa memutuskan bagaimana cara 

menangani risiko tersebut. 
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Bank harus memiliki sistem pengendalian 

risiko yang memadai dengan mengacu pada 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank 

harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau 

tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi 

risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh 

bank untuk menyerap potensi kerugian.
35

 

4. Tujuan Manajemen Risiko Pembiayaan 

Manajemen risiko pembiayaan berfungsi sebagai filter 

atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap 

kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko pembiayaan 

itu sendiri adalah sebagai berikut:
36

 

a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak 

regulator. 

b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat 

unacceptable. 

c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat 
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uncontrolled. 

d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko. 

e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
37

 

C. Pembiayaan Mudharabah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari’ah dalam 

menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank bank 

berdasarkan prinsip syari’ah. Penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan 

oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan 

menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yaitu 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setlah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.
38
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2. Unsur-Unsur Pembiayaan 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas kredit atau pembiayaan sebagai berikut: 

a. Kepercayaan 

Suatu keyakinan dalam pemberian pembiayaan 

bahwa pembiayaan yang diberikan berupa (Uang, barang 

atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa 

tertentu diama yang akan datang. Kepercayaan ini 

diberikan oleh pihak lembaga, diaman sebelumnya sudah 

dilakukan penelitian penyelidikan tentang calon anggota 

baik secara intern atau eksteren. 

b. Kesepakatan 

Selain unsur percaya di dalam pembiayaan juga 

mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi 

pembiayaan dengan sipenerima pembiayaan. Kesepakatan 

ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 
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c. Jangka waktu 

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki 

jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup 

masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, 

ataupun jangka panjang bahkan jangka menengah.
39

 

d. Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu resiko tidak tertagih/macet pada 

pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu 

pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula 

sebaliknya. 

e. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu 

kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama 

bunga. Balas ajasa dalam bentuk bunga dan biaya 

administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu 

lembaga yang bersangkutan. Dan untuk bank atau 
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lembaga yang berdasarkan prinsip syari’ah balas jasanya 

ditentukan dengan bagi hasil.
40

 

3. Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan yang dilakukan lembaga 

keuangan syariah diantaranya: 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang 

tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya 

pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas 

pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 

kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu 

meningkatkan daya produksinya. 

d. Membuka lapangan kerja yang baru, artinya dengan 

dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana 
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pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap 

tenaga kerja. 

e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat 

usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti 

mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. 

f. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat 

usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti 

mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil 

usahanya.
41

 

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang 

dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba 

usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai 

laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal 

maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang 

dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, 

maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang 
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mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat 

diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya 

ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing 

antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia 

serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan 

sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal 

tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. 

Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat 

meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. 

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan 

masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada 

pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dalam masalah 

dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi 

jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan 

dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada 

pihak yang kekurangan dana (minus).
42
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Pembiayaan ini antara lain adalah pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip 

jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan 

prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak lain (ijarah wa iqtina).
43

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur) 

2) Adanya pihak yang meminjam (debitur) 

3) Adanya objek yang dipinjamkan 

4) Ada unsur perjanjian 

5) Adanya batas waktu tertentu 

6) Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian 
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Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), 

pembiayaan dapat dibagi menjadi: 

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam 

arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha 

produksi, pedagangan, maupun investasi. Pembiayaan 

produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal 

kerja dan pembiayaan investasi. 

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, 

yang akan habis digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan.
44

 

4. Tahap-Tahap Pemberian Pembiayaan 

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu cara 

untuk mengatur tahapan atau langkah-langkah dalam 

mendapatkan data diri calon debitur yang diperlukan dalam 

pemberian fasilitas pembiayaan. Sebelum menerima 

pengajuan pembiayaan dari debitur, para kreditur harus 
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berusaha mengumpulkan data debitur, baik melalui data 

langsung dari debitur sendiri ataupun yang diperoleh melalui 

wawancara dengan berbagai pihak, dan investigasi terhadap 

aspek-aspek penunjang lainnya. 

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan 

analisis pembiayaan yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan  tahap  pemulaan  dengan  

maksud  untuk  saling mengetahui informasi calon debitur 

dengan koperasi syariah, terutama calon debitur yang baru 

pertama kali akan mengajukan kredit kepada lembaga 

keuangan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara secara umum. Dalam 

tahap ini juga diberikan informasi umum kepada calon 

debitur. 

b. Analisis dan Penilaian Kredit/Pembiayaan 

Pada tahap  ini  dilakukan  penilaian  yang  mendalam  

tentang  keadaan usaha atau proyek permohonan 
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pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi sebagai aspek 

yang umumnya terdiri dari: 

1) Aspek Manajemen dan Organisasi, yaitu pada 

dasarnya hendaknya calon debitur merupakan seorang 

yang mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang 

yang digeluti dan struktur organisasi usahanyapun 

hendaknya cukup jelas. 

2) Aspek Pemasaran, yaitu prospek pemasaran barang 

atau jasa sebagai produk dari usaha calon debitur baik. 

3) Aspek Teknis, yaitu terkait dengan peralatan dan 

tekhnologi yang digunakan adalah efektif dan efisien. 

4) Aspek Keuangan, yaitu dengan melihat dari 

perhitungan keuanganya, sehingga dapat diketahui 

apakah calon debitur bisa memenuhi segala 

kewajibannya.  

5) Aspek Hukum atau Legalitas, yaitu terkait dengan 

legalitas suatu usaha yang akan menerima 

pembiayaan. 
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6) Aspek Sosial-Ekonomi, yaitu usaha yang dibiayai bisa 

menyerap tenaga kerja dan sebisa mungkin tidak 

merusak lingkungan sekitar.
45

 

7) Analisis pembiayaan dalam praktik atau penelian yang 

dilakukan oleh Account Officer dari satu lembaga 

keuangan yang bertugas untuk menganalisis 

permohonan pembiayaan supaya pemberian 

pembiayaan aman dan tepat sasaran. Dengan tujuan 

tersebut pembiayaan harus diterima pengembaliannya 

secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian  antara  bank  dan  customer  sebagai  

penerima  dan  pemakai pembiayaan. Hal ini seperti 

yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 75 sebagai 

berikut: 
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 Rachmat Firdaus, Manajemen Perkreditan Bank Umum..., p. 91. 
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Artinya: “Di antara ahli kitab ada orang yang jika 

kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, 

dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka 

ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 

satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali 

jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu 

lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi 

Kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata 

Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui.” 

(QS. Ali Imran: 75).
46

 

 

 

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting 

untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh 

pelaksana pembiayaan yaitu: 

1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam. 

2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. 

3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan 

adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah 

mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi 

kewajibannya secara tertib. Baik pembayaran pokok 

pinjaman maupun margin sesuai dengan kesepakatan 

dengan koperasi syariah. 

                                                             
46

 Tim Penyusun, Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah, 

(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), p.  
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c. Keputusan Pembiayaan 

Pada tahap ini, pihak lembaga keuangan, berdasarkan 

laporan dari pihak analisis pembiayaan memutuskan 

bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon 

debitur diterima atau ditolak. 

d. Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan 

Pada tahap ini, debitur harus melengkapi persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga 

keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad. 

Supervisi Pembiayaan dan Pembinaan Debitur. Tahap 

ini, merupakan tahap pengawasan dan pembinaan dari 

pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur 

dikabulkan permohonan pembiayaannya.
47

 

5. Penilaian Kredit atau Pembiayaan 

Penilaian kredit atau pembiayaan yang dimaksud adalah 

penilaian terhadap kelayakan terhadap kredit yang diajukan 

oleh anggota sebelum kredit diputuskan. Hasil dari penilaian 

adalah keputusan pemberian kredit atau pembiayaan yaitu 

                                                             
 

47
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syari‟ah, (Bandung: 

Pusaka Setia, 2013), p. 222.
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untuk mengetahui seberapa jauh permintaan pembiayaan 

dapat dipercaya. Pertimbangan-pertimbangan pihak pemberi 

pinjaman sebelum memutuskan apakah akan memberikan 

pinjaman atau tidak. 

Penilaian kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada 

calon anggota harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Keamanan kredit (Safety) artinya harus benar-benar 

diyakini bahwa kredit atau pembiayaan tersebut dapat 

dilunasi. 

b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit atau pembiayaan 

(Suitability) artinya bahwa kredit yang digunakan sejalan 

dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya 

tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

c. Menguntungkan (Profitable) baik bagi pemberi pinjaman 

sendiri yang berupa penghasilan bunga maupun bagi 

anggota atau pengusaha kecil yaitu berupa keuntungan 

dan berkembangnya usaha.
48

 

                                                             
48

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi ...,p. 

97. 
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6. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa 

dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan 

langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengtasi 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang 

masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami 

kelsulitan pembayaran pokok dan/ kewajiban-kewajiban 

lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. 

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan 

bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antra lain melalui: 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan 

jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 

waktunya. 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 

sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain 

perubahan jadwal pembayaran, jumlah amgsuran, jangka 

waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak 
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menambah sis kewajiban anggota yang harus dibayarkan 

kepada bank. 

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan 

persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling 

atau reconditioning, antara lain meliputi: 

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

2) Konversi akad pembiayaan 

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 

jangka waktu menengah. 

4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal 

sementara pada perusahaan anggota.
49

 

7. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah
50

 berasal dari kata dharb yang berarti 

memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini 

maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya 

                                                             
 

49
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank 

Syari‟ah, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012). p. 82-83.
 

50
Mudharabah disebut juga “qiradh” atau “muqaradah” karena 

mudharabah adalah pemberian modal niaga dari ṣaḥibul maal kepada 
mudharib, maka para ulama menyamakan mudharabah dengan qiradh. Dalam 
Fiqh al- Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan 
qiradh yang artinya memotong, karena pemilik modal memotong sebagian 
hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. 
Mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qiradh 
digunakan masyarakat hijaz. 
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dalam menjalankan usaha.
51

 Secara terminologis, pengertian 

mudharabah adalah sebagai berikut: 

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-

beda tentang mudharabah. Ulama Mazhab Hanafi 

memberikan definisi bahwa mudharabah merupakan akad 

perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan 

dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari 

pihak lain.
52

 Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa 

mudharabah atau qiradh menurut syara ialah akad perjanjian 

mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk 

meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang 

telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar 

kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan 

kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki 

untuk diniagakan.
53

 Ulama Mazhab Hambali menjelaskan 

bahwa mudharabah atau kerjasama perniagaan adalah suatu 

pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah 
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 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Gema Insani, 2009), p. 95.
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 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh „ala Madzahib al-Arba‟ah, Juz III, 
(Beirut: Dar al-Qalam, t.th), p. 35.
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modal tertentu dari hartanya kepada orang yang 

meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari 

keuntungannya.
54 

Dan Ulama Mazhab Syafi’i menerangkan 

bahwa mudharabah atau qiradh ialah suatu perjanjian 

kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan 

modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya 

dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan 

dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.
55

 

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul 

“Fiqh al-Sunnah”, menjelaskan bahwa Mudharabah adalah 

akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah 

satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain 

untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama 

sesuai dengan kesepakatan.
56

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Mudharabah adalah bentuk kontrak 

antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik 
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 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh „ala Madzahib... p.40-41.
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 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh „ala Madzahib... p.42. 
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 Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan 
Masrukhin dalam “Fiqh al-Sunnah”, Juz 3, (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, 
t.th), p. 297.
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modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola 

oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

pengelola usaha. 

Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja sama 

usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (Shahibul 

Maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu akibat kelalaian dari 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kekurangan 

atau kelalaian pengelola, pihak pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut.
57

 

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga 

keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan 
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untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas 

pembiayaan, bagi para pengusaha. 

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang 

melibatkan sekurang kurangnya dua pihak, yaitu: 

a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna 

membiayai proyek atau usaha yang memerlukan 

pembiayaan, pihak tersebut disebut shahib al maal atau 

shahibul mal atau rabb al-mal. 

b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan 

menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan 

modal dari shahib al- mal atau shahibul mal pihak 

tersebut disebut mudharib. 

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat 

Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad 

mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau 

dari segi hukum Islam, praktik mudharabah dibolehkan, baik 

menurut Al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma. 
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8. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Upaya untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara 

para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan 

adanya ketentuan yang berlaku diharapakan antara pihak yang 

berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan 

kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas 

dalam rukun
 

mudharabah. Adapun rukun dan syarat 

mudharabah adalah sebagai berikut: 

Rukun dari akad mudharabah ada empat, yaitu: 

a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana 

b. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja 

c. Ijab kabul/serah terima 

d. Nisbah keuntungan 

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah 

sebagi berikut: 

a. Pelaku 

1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 
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2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau 

dengan non muslim. 

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam 

pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. 

b. Objek mudharabah 

Objek mudharabah yaitu konsekuensi logis dengan 

dilakukannya akad mudharabah. 

1) Modal 

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah: 

(a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau 

aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya. 

(b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. 

Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana 

tidak memberikan kontribusi apa pun padahal 

pengelola dana harus bekerja. 

(c) Modal harus diketahui jelas jumlahnya jadi bisa 

dibedakan dari keuntungannya. 

2) Kerja 

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja: 
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(a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk 

keahlian, keterampilan, selling skill, management 

skill, dan lain-lain. 

(b) Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak 

boleh diinterverensi oleh pemilik dana. 

(c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai 

dengan prinsip syariah. 

3) Ijab kabul, yaitu pernyataan serta ekspresi saling 

rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang bisa 

dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 

korespondensi atau memakai cara-cara komunikasi 

modern.
58

 

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam 

melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat 

hukum, yaitu: pertama, Jala‟ul ma‟na, yaitu tujuan 

yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga 

dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, 

Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan 
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qabul; ketiga, Jazmul Iradataini, yaitu antara ijab dan 

kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, 

tidak ragu, dan tidak terpaksa.
59

 Persetujuan kedua 

belah merupakan konsekuensi dari prinsip an-taradhin 

minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus 

secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam 

akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan 

perannya untuk mengkontribusikan dana. Sedangkan 

pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan kerja. 

4) Nisbah keuntungan 

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas 

dalam akad mudharabah. nisbah ini mencerminkan 

imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang 

ber-mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan 

atas kerjanya, sedangkan shahibul maal berhak 

mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.
60
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Syarat-syarat Mudharabah
 
di antaranya sebagai berikut: 

a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (naqd).  

b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui. 

c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus 

ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, 

sepertiga, dan seterusnya. 

d. Mudharabah harus bersifat tak terbatas (muthlaqah). 

Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal 

dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis 

barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan 

oleh madzhab Asy-Syafi‟i dan Maliki. Adapun menurut 

madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, mudharabah tidak 

harus disyaratkan bersifat muthlaqah. 

9. Dasar Hukum Mudharabah 

Dasar hukum akad mudharabah secara umum lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini 

tampak dalam ayat-ayat dan hadits sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

1) QS. al-Muzzammil ayat 20 
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  ...                    

                        

                           

                     

                         

Artinya: “... Dia mengetahui bahwa akan ada di 

antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang 

yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi 

berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang 

mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah 

sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan 

kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu 

niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah 

sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling 

besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada 

Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” (QS. Al- Muzzammil: 20)
61

 
 

2) QS. al-Jumu’ah ayat 10 

                    

                

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

                                                             
61

 Tim Penyusun, Departemen Agama RI, Al-Qur‟an... h. 575. 
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karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10).
62

 
 

Kedua ayat Al-Quran di atas, secara umum 

mengandung kebolehan akad mudharabah yang 

menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang 

berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.
63

 

b. Al-Hadist 

 نَّ هِ يْ فِ  ث  لَ : ثَ  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ آلِ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  بِي النَّ  أنَّ 
 يِْ عِ ا لشَّ بِ  رَّ ب َ ط الَ لَ خَ ، وَ ةَ ضَ ارَ قَ مَ الْ ، وَ لِ  أجَ لَ إِ  عَ يْ ب َ لْ : اَ  ةُ كَ رَ الب َ 
 )رواه ابن ماجو عن صهيب(  عِ يْ ب َ لْ لِ  لَ  تِ يْ لب َ لِ 

 

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Majah  bahwa  “Dari  

Shalih  bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa 

Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung 

keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, 

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan 

rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).
64

 

 

كَانََ سَيِّدُناَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلَِّبِ إِذَا دَفَعَ الْماَلَ 
وَلَ  مُضَاربَةَي اِشْتَ رَطَ عَلَى صَاحِبِوِ أنَْ لَ يَسْلُكَ بِوِ بََْريا،

تَ كَبِدِ رَطْبَةِ، فإَِنْ يَ نْزلَِ بِوِ وَادِييا، وَلَ يبَشْتََِيَ بوِِ دَابَّةي ذَا
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مِنَ، فَ بَ لَغَ شَرْطوُُ رَسُوْلَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ فَ عَلَ ذَلِكَ ضَ 
 وَآلوِِ وَسَلَّمَ فأََجَازَهُ )رواه الطبراني عن ابن عباس(

“ 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola 

dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak 

menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika 

persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus 

menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang 

ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau 

membenarkannya.” (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin 

Abbas Radhiyallahu’anhu).
65

 

 

c. Ijma dan Qiyas  

Ijma’ dalam mudharabah, adanya hadist riwayat 

yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat 

menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan 

perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. 

Mudharabah diqiyaskan dengan al-musaqah 

(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di 

antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. 

sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat 

mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang 

miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, 

                                                             
65 Dede Rodin, Tafsir Ayat Ekonomi... h. 188. 
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dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling 

bermanfaat.
66

 

d. Kaidah Fiqih  

 اْلَأصْلُ فِ الْمُعَامَلَتِ اْلِإباَحَةُ إِلَّ أنَْ يَدُلَّ دَليِْل  عَلَى تََْريِْْهَا.
 

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah 

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.”
67

 
 

Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami 

bahwa mudharabah disyariatkan oleh firman Allah, 

hadist, ijma’ dan qiyas dan diberlakukan pada masa 

Rasulullah Saw dan beliau tidak melarangnya, karena 

manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain. 

e. Fatwa DSN tentang Mudharabah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan 

mudharabah sebagai berikut: Mudharabah adalah akad 

kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan 
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Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta : Pranamedia, 2011), p. 185.

 



111 

 

seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudarib, 

nasabah/anggota) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 

Mudharabah juga bisa dinamakan dengan istilah 

qirad. Maka dalam hal ini, investor atau pemilik modal 

dinamakan muqarid, istilah mudharabah digunakan oleh 

mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah 

qirad digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi’i.
68

 

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan 

akad mudharabah yang harus menjadi pedoman untuk 

menentukan keabsahan akad mudharabah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang 

disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu 

usaha yang produktif. 

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal 

(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu 
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Pembiayaan Mudharabah (Qirad).

 



112 
 

proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 

bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha. 

3) Jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengambilan  dana,  

dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan 

pengusaha). 

4) Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha 

yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan 

syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen 

perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan.
69

 

5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan 

jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua 

kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudarib 

(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, 

atau menyalahi perjanjian. 
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7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah 

tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak 

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta 

jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini 

hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad. 

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan 

mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS 

dengan memperhatikan fatwa DSN. 

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudarib. 

10)  Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan 

kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap 

kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau 

biaya yang telah dikeluarkan.
70

 

10. Macam- Macam Mudharabah dan Aplikasinya pada LKS 

Akad mudharabah sering digunakan untuk produk-produk 

pembiayaan dan pendanaan. Pada prinsipnya, mudharabah 
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sifatnya mutlak yaitu shahibul maal tidak menetapkan 

restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Namun, 

dalam praktiknya terdapat dua kewenangan yang diberikan 

oleh pihak pemilik dana dalam mengaplikasikan akad 

mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah (Unrestricted 

Investment Account atau URIA) dan mudharabah 

muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA).
71

 

Berikut adalah penjelasan macam-macam mudharabah: 

a. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account 

atau URIA) Mudharabah mutlaqah (investasi tidak 

terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk 

menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun 

urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait 

dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. 

Investasi tidak terkait ini diaplikasikan pada produk 

tabungan dan deposito.
72

 Dari penerapan mudharabah 

muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan 
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115 

 

deposito, sehingga terdapat dua jenis produk 

penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan 

deposito mudharabah. 

b. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account 

atau RIA) Jenis mudharabah Muqayyadah ini dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan 

khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 

koperasi. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, 

atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.
73

 

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah 

sebagai berikut: 

(a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib 

membuat akad yang mengatur persyaratan 

penyaluran dana simpanan khusus. 
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(b) Koperasi Syariah wajib memberitahukan kepada 

pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara 

pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian 

keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan 

dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 

kesepakatan, maka hal tersebut harus 

dicantumkan dalam akad. 

(c) Sebagai tanda bukti simpanan Koperasi 

menerbitkan bukti simpanan khusus. Koperasi 

wajib memisahkan dana ini dari rekening lainya. 

(d) Untuk deposito mudharabah, koperasi wajib 

memberikan sertifikat atau tanda penyimpan 

(bilyet) deposito kepada Deposan.
74

   

2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

merupakan jenis mudharabah yang penyaluran dana 

mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, 

bank bertindak sebagai perantara  (arranger) yang 
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mempertemukan antara pemilik dana dengan 

pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank 

dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai 

dan pelaksanaan usahanya. 

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) Sebagai tanda bukti simpanan koperasi 

menerbitkan bukti simpanan khusus. Koperasi 

wajib memisahkan dana ini dari rekening lainya. 

Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri 

dalam rekening administratif. 

(2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara 

langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh 

pemilik dana. 

(3) Koperasi menerima komisi atas jasa 

mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara 
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pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah 

bagi hasil.
75

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mudharabah 

terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas 

(mutlaqah) dan yang bersifat terbatas (muqayyad). Pada jenis 

mudharabah yang pertama, pemilik dana memberikan 

otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk 

menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis 

mudharabah yang kedua, pemilik dana memnentukan syarat 

dan pembatasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana 

tersebut dengan menentukan jangka waktu, tempat, jenis 

usaha, dan sebagainya. 

11. Manfaat dan Risiko Mudharabah  

Mudharabah mempunyai beberapa manfaat diantaranya:
76

 

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat 

keuntungan usaha nasabah meningkat. 

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada 

nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 
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pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan 

pernah mengalami negative spread. 

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan 

cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak 

memberatkan nasabah. 

d. Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena 

keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah 

yang akan dibagikan. 

e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan 

prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima 

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun 

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi 

dan terjadi krisis ekonomi.
77

 

Pembiayaan mudharabah, selain memiliki manfaat seperti 

yang sudah dijelaskan di atas, terdapat risiko yang relatif 

tinggi di ataranya: 
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1) Side streaming, di mana nasabah menggunakan dana 

bukan seperti yang telah disebutkan/disepakati dalam 

kontrak. 

2) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah 

tersebut tidak jujur.
78

 

12. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah 

Praktik mudharabah pada zaman nabi dan para sahabat 

adalah skema mudharabah yang berlaku antara dua pihak saja 

secara langsung, yakni shahibul mal yang berhubungan 

langsung dengan mudharib. Para ulama kontemporer 

melakukan inovasi baru atas skema mudharabah dengan 

menambahkan satu pihak lagi yaitu bank syariah. Akad 

mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh 

bank syariah untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun 

penyaluran dana (pembiayaan). Dalam perbankan Islam, 

perjanjian mudharbah telah diperluas menjadi tiga pihak 

yaitu: 
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a. Para nasabah penyimpan dana (depositors) sebagai 

Shahibul mal 

b. Bank sebagai intermediary 

c. Pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. 

Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) dalam hal 

bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana 

(depositor), dan sebagai shahibul mal dalam hal bank 

menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku 

mudharib.
79

  

Menghadapi keinginan mudharib, seorang pemodal 

biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model 

transaksi, yaitu melalui Profit and Loss Sharing (PLS) atau 

Revenue Sharing (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, 

shahibul mal akan mempunyai semua kebutuhan tersebut 

dengan menyepakati pembagian hasil pada prosentase tertentu 

dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak.
80
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Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi 

adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS 

dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang 

cenderung tidak mencerminkan keadilan (injustice/dzalim) 

karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko 

maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Profit and loss 

sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin 

timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-

sama. 

Dalam pelaksanaanya skema mudharabah ada dua jenis 

yaitu skema mudharabah direct financing (investasi 

langsung) dan indirect financing (investasi tidak langsung). 

a. Direct financing (investasi langsung) 

Direct financing (investasi langsung) yaitu skema 

yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung. 

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, 

yaitu biasanya hubungan antara shahibul mal dengan 

mudharib merupakan hubungan personal dan langsung 

serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). 
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Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada 

orang yang dikenal dengan baik, profesionalitas maupun 

karakternya.
81

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Akad & Produk Bank Syariah (Ascarya, 

2012:61). 

Dalam skema ini dapat dipahami bahwa shahibul mal 

berhubungan langsung dengan mudharib dan dalam 

skema di atas peran lembaga keuangan tidak ada. Skema 

ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-

kitab klasik fiqih Islam, dan inilah sesungguhnya praktik 
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mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat 

serta umat muslim sesudahnya.
82

 

b. Indirect financing (investasi tidak langsung) 

Indirect financing (investasi tidak langsung) yaitu 

mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu 

pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah 

sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul 

mal dengan mudharib.
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Adiwarman A. 

Karim, 2014:211). 

                                                             
82

 Ascarya, Akad&Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2009), h. 114. 
83

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis …, p. 210. 

Dana 

Shahibul Maal 

(Pemilik Modal) Bank Syariah 

Definit Unit 
Mudharabah Surplus Unit 

Mudharib 

(Pelaksana Usaha) 



125 

 

Dalam skema indirect financing di atas, bank 

menerima dana dari shahibul mal sebagai sumber 

dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau 

simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, 

disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk 

pembiayaan yang menghasilkan (earning assets). 

Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan 

dibagi antara bank dan pemilik dana (pemilik dana 

ketiga). 

13. Berakhirnya Akad Mudharabah 

Akad mudharabah berakhir apabila: 

a. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut 

sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian 

mudharabah. 

b. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian 

mudharabah. 

c. Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu shahib al-

mal atau mudarib. 
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d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak 

lainnya mengenai maksud keinginannya untuk mengakhiri 

perjanjian Mudharabah.
84

  

14. Hikmah Akad Mudharabah 

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu 

untuk memberikan keringanan kepada manusia. Di mana ada 

sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa 

membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain 

mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk 

dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang 

memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama 

antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan 

dan kesejahteraan umat.
85
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D. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) 

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang 

sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan 

perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai 

saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak koperasi 

Indonesia.
86

 

Koperasi di Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD 

1945. Sedangkan asasnya adalah kekeluargaan. Landasan 

operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17 tahun 

2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang- 

undang RI Nomor 12 tahun 1967. Menurut keterangan dari 

UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan yang 

beranggotakan orang- seorang atau badan hukum dengan 

melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 
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Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan 

spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan 

fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai 

lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan 

fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan 

dana ZISWAF.
87

 

Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity (sosialitas), 

namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan 

mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya 

bagi pelaku usaha mikro mustahik.
88

  

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan 

dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan 

pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari 
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anggotanya yang kemudian menya-lurkan kembali dana 

tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.
89

 

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya 

hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan 

peraturan Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan 

Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

Koperasi. 

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, 

koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 

dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip koperasi.
90
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Tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM sebagai 

regulator dibidang perkoperasian, membentuk struktur dan 

tupoksi pada Deputi Bidang Pembiayaan yaitu Asisten Deputi 

yang menangani secara khusus bidang syariah yakni Asdep 

Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup tugas pokok dan 

fungsinya meliputi: 

a. Aspek literasi ekonomi, keuangan dan koperasi syariah 

serta menumbuhkan koperasi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah di berbagai daerah dan komunitas di 

selurah Indonesia 

b. Aspek pemberdayaan dan pengembangan koperasi syariah 

baik dari ukuran atau volume dan kualitas, baik dibidang 

sosial (maal) maupun bisnis (tamwil) pada koperasi. 

c. Mendorong peningkatan penghimpunan dan 

pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ziswaf) 

untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. 

d. Peningkatan akses pembiayaan syariah melalui advokasi 

dan kerjasama antar lembaga keuangan syariah. 
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Keberadaan Asdep ini selanjutnya akan mengawal 

pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. 

Keberadaan Asdep ini selanjutnya akan mengawal 

pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha simpan 

pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi syariah.
91

 

Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  

2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi 

pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota di bidang perkoperasian. Selain itu, 

berlakunya undang-undang No. 1/2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi 

Kementrian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa 

keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam 

paket kebijakan I pemerintah tahun 2015 Bidang 

Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 

16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
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Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan 

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah 

oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS 

Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. 

2. Landasan Hukum Koperasi Syariah 

Koperasi dalam Islam mempunyai misi kebersamaan yang 

merupakan salah satu di antara nilai penting yang dapat 

menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara 

sesama. Karena itu koperasi dalam ayat Al-Qur’an mendapat 

Justifikasi dengan legitimasi normatif-teologis.
92

 Salah satu 

ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan hukum koperasi yaitu 

surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

                              

           

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  

tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran. 
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Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah: 2). 

 

Berdasarkan pada ayat Al-Qur’an di atas, dapat 

dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam 

ketakwaan dianjurkan oleh Allah.  Koperasi  merupakan  

tolong  menolong,  kerjasama,  dan  saling menutupi 

kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong -menolong 

kebajikan adalah  salah  satu  wasilah  untuk  mencapai  

ketakwaan  yang  sempurna (haqa tuqatih). 

Lebih lanjut, landasan Koperasi Syariah, antara lain: 

a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 

b. Koperasi syariah berazas kekeluargaan 

c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-

quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong 

(ta‟awun) dan saling menguatkan (takaful).
93

 

Usaha Koperasi Syariah. meliputi, semua kegiatan 

usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta 
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menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, 

judi atau pun ketidakjelasan (ghoror).
94

 Untuk 

menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah 

menjalankan usaha dalam sertifikasi usaha koperasi. 

Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus 

sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Tujuan Koperasi Syariah 

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang 

berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan 

tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi 

dan peran sebagai berikut:  

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat 
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pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial 

ekonominya 

b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar 

menjadi lebih amanah, professional (fathonah), 

konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam 

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-

prinsip syariah Islam 

c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi 

d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan 

penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi 

pemanfaatan harta 

e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga 

mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap 

koperasi secara efektif 
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f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan 

menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif 

anggota.
95

 

Tujuan Koperasi Syariah tersebut di atas, sesuai norma 

dan moral Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran 

Surat Al-Baqarah (2) ayat 168 sebagai berikut: 

                   

            

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan jangalah kamu 

mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya 

setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS Al-Baqarah: 

168).
96

 

 

 

Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian 

pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota 

berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir 

kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak 

sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan 

bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab 
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perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Tujuan lainnya 

adalah, adanya kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial 

yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan 

hanya untuk tunduk kepada Allah. 

4. Prinsip- Prinsip dalam KSPPS 

Prinsip- prinsip dasar Koperasi Syariah antara lain: 

a. Larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala 

bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan 

sektor riil dan tidak produktif 

b. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan 

dan norma sosial 

c. Larangan Gharar yaitu segala transaksi yang tidak 

transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi 

merugikan salah satu pihak; 4) larangan haram yaitu 

objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan 

syariah 

d. Larangan riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang 

menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan 

(bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan 
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pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. 

Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis 

kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping 

menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan 

pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar 

tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah 

e. Larangan ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli 

barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan 7) 

larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha 

yang membahayakan individu maupun masyarakat 

serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid 

syari’ah.
97

 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 

prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad 

bersyarikat, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan 

diuraikan sebagai berikut: 
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a. Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari 

pembeli pinjaman dengan KSPPS, yakni dengan konsep 

Mudharabah, Musyarakah, Muzara‟ah, dan Musaqah. 

b. Sistem Balas Jasa 

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang 

dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah 

sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli 

barang atas nama KSPPS, dan kemudian bertindak 

sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah 

dibelinya dengan ditambah mark up. Keuntungan KSPPS 

nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas 

jasa yang dipakai antara lain pada Ba‟Al-Murobahah; 

Ba‟As-Salam; Ba‟Al-Istishna; dan Ba‟bitstaman Ajil. 

c. Sistem Profit 

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan 

kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial 

dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan 

pokok pinjamananya saja. 
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d. Akad Bersyarikat 

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua 

pihak atau lebih dan amsing-masing pihak 

mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan 

perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang 

disepakati. Konsep yang digunakan yaitu al-musyarakah 

dan al-mudharabah.
98

 

e. Produk Pembiayaan 

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara 

KSPPS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjaman untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil 

setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni: 

Pembiayaan Murabahah (MBA), Pembiayaan al-Bai‟ 

Bitsaman Aji (BBA), Pembiayaan Mudharabah (MBA), 

dan Pembiayaan Musyarakah (MSA).
99
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5. Kegiatan Operasional KSPPS 

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh 

KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Dana KSPPS 

Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk 

simpanan tabungan dan deposito.
100

 Adapun akad yang 

mendasari berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu 

dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan 

penarikannya, yakni: 

1) Simpanan Wadiah 

Titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik 

atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat 

berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah 

membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadiah 

ada dua macam, yakni Wadiah yad amanah, yaitu 

titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan Wadiah 

yad dhamanah, yaitu titipan yang akan mendapat 
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bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah 

mengalami keuntungan. 

2) Simpanan Mudharabah, yaitu simpanan pemilik dana 

yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya. Simpanan mudharabah tidak 

memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis 

simpanan yang berakad mudharabah dapat 

dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan. 

Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana 

masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau 

deposito, serta melalui kerja sama antar institusi. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana, 

antara lain momentum, prospek usaha, rasa aman, dan 

profesionalisme. 

b. Penyaluran Dana KSPPS 

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus 

disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. 

Pinjaman kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu 
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suatu fasilitas yang diberikan KSPPS kepada anggota 

yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah 

dikumpulkan KSPPS dari anggota yang surplus dana. 

Terdapat berbagai jenis pembiyaan yang dikembangkan 

oleh KSPPS, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis 

akad, yakni: akad tijarah dan akad syirkah.
101

 

1) Akad Tijarah (Jual Beli) 

Merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang 

disepakati antara KSPPS dengan anggota dimana 

KSPPS menyediakan dananya untuk sebuah investasi 

dan atau pembelian barang modal dan usaha 

anggotanya yang kemudian proses pembayarannya 

dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaanya. 

2) Akad Syirkah (Penyertaan dan Bagi Hasil) 

Beberapa pembiayaan dalam akad syirkah 

(Penyertaan dan Bagi Hasil) adalah sebagai berikut: 
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a) Musyarakah 

Penyertaan KSPPS sebagai pemilik modal 

dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan 

keuntungan ditanggung bersama secara seimbang 

dengan porsi penyertaan. 

b) Mudharabah 

Suatu perjanjian pembiayaan antara KSPPS 

dengan anggota dimana KSPPS menyediakan 

dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan 

peminjam berupaya mengelola dana tersebut 

untuk pengembangan usahanya. 

Penyaluran dana KSPPS dilakukan untuk 

sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, 

peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, 

percetakan, dan jasa. Sedangkan pola angsuran dapat 

berdasarkan pada angsuran harian, mingguan, dua 

mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo.
102
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